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Abstract: Behavioral studies such as tax compliance from religious and moral (ethical) view 
had been carried out. Generally, compliance research more focus on outlayer (material) and 
and have not touch indepth dimension (inner). This study offers to analyze the dimension of 
consciousness and compliance of tax, zakah, and accounting through Islam-iman-ihsan 
trilogy. This study was developed under tauhid paradigm. This paradigm is allowing 
researcher to touch niches of consciousness and compliance from outlayer to the interior 
layer, that is Islam-iman-ihsan trilogy. Informan of this research is minority religious figure 
in Indonesia; Jama'ah. Based on the Islam-iman-ihsan trilogy, this research mapped 
consciousness and compliance of zakah and accounting at maqam of iman, which is indicated 
by zakah consciousness with no nisab consideration. Meanwhile, in tax and accounting 
aspects are inhabit at maqam of Islam, characterized by formalities compliance, ie formal 
reporting of income. So, there is dualism behavior, between tax and zakah; between worldly 
(profane) and the hereafter. 
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Abstrak: Studi keperilakuan seperti kepatuhan pajak dari sudut pandang religius dan moral 
(etis) memang telah banyak dilakukan. Umumnya, penelitian kepatuhan lebih banyak 
mengatributkan kepatuhan pada kulit luar (material) dan belum menjamah dimensi 
kedalaman (batin). Penelitian ini menawarkan menganalisis dimensi kesadaran dan 
kepatuhan berpajak, berzakat, dan berakuntansi dengan trilogi Islam-iman-ihsan. Penelitian 
ini dikembangkan di bawah paradigma tauhid. Dengan paradigma ini memungkinkan 
peneliti mendesain pendekatan yang dapat menjangkau lapisan kesadaran dan kepatuhan 
dari yang terluar hingga ke wilayah kedalaman, yaitu dengan menggunakan alat analisis 
trilogi Islam-iman-ihsan.Informan pada penelitian ini adalah tokoh religius minoritas di 
Indonesia; tokoh kaum Jama’ah. Dengan alat analisis trilogi Islam-iman-ihsan, penelitian ini 
memetakan kesadaran dan kepatuhan zakat dan akuntansinya pada maqam iman, diindikasi 
oleh kesadaran berzakat tanpa mempertimbangkan nisab. Sementara itu, kesadaran pajak 
berserta akuntansinya menghuni maqam Islam, dikarakteristikkan oleh kepatuhan formalitas, 
seperti melaporkan pendapatan formal. Jadi, terdapat dualisme kesadaran dan kepatuhan 
antara pajak dan zakat; antara urusan dunia dan akhirat. 
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1. Pendahuluan 
Fenomena kepatuhan (ketidakpatuhan) pajak bukan isu baru. Ia merebak di setiap negara 
pengaplikasi pajak. Tidak ada satupun negara yang terbebas dari masalah ketidakpatuhan pajak (lihat 
Cowell, 1990; Schneider, 2005; Chau dan Leung, 2009; dan Tekeli, 2011) termasuk Indonesia. Oleh 
karenanya studi tentang kepatuhan pajak dikembangkan dari multi perspektif, baik perspektif 
ekonomi, psikologi, hingga perspektif etis, moral, dan religius.  
Belkaoui (2004) menginvestigasi beberapa indikator ekonomi dan memberi perhatian pada aspek 
moral dihubungkan dengan tingkat kepatuhan pajak di 30 (tigapuluh) negara. Secara implisit, riset ini 
ingin menggarisbawahi bahwa cara terbaik untuk mencegah penghindaran pajak adalah dengan 
menciptakan moralitas berpajak melalui iklim ekonomi yang bebas dan aman. 
Jika Belkaoui (2004) cenderung pada penggunaan indikator ekonomi dan aspek moral, Feld dan 
Frey (2001) mendekati ketidakpatuhan pajak dari sudut pandang psikologi dengan metode survei pada 
24 daerah otoritas pajak di Swiss selama 25 tahun, dari tahun 1970 sampai 1995. Feld dan Frey (2001) 
mengembangkan kajian dua sisi yang menyoroti sisi otoritas pajak (pemungut) dan wajib pajak 
sekaligus. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kemauan membayar pajak dimotivasi oleh 
pelayanan fiskus.  
Fenomena ketidakpatuhan pajak bukan hanya menginkubasi wajib pajak badan namun juga 
individu. Namun demikian, jumlah ketidakpatuhan pajak individu lebih mendominasi ketidakpatuhan 
pajak badan. Hal ini dapat dipahami mengingat jumlah wajib pajak orang pribadi lebih banyak jika 
dibandingkan dengan wajib pajak badan. 
Walaupun jumlah wajib pajak orang pribadi lebih banyak dari jumlah wajib pajak badan, 
anehnya, penelitian ketidakpatuhan pajak lebih banyak dialamatkan pada wajib pajak badan dan 
sangat jarang yang menyentuh orang pribadi. Boleh jadi hal ini semacam memenuhi tuntutan “pasar 
akademis” yang merasa lebih ilmiah jika obyeknya adalah entitas bisnis (badan) dan memandang 
remeh penelitian dengan obyek individu (informan), terutama jika informannya tunggal. 
Kajian kepatuhan/ketidakpatuhan pajak untuk wajib pajak badan terutama di Indonesia ditopang 
dengan banyaknya riset terkait. Mustikasari (2007) misalnya, berbasis kerangka theory of planned 
behavior (TPB), menguji kepatuhan pajak perusahaan pada industri pengolahan di Surabaya. Oleh 
karena obyek penelitiannya adalah wajib pajak badan, Mustikasari (2007) mengombinasi penggunaan 
teori perilaku individu dan teori perilaku organisasi. Hasil penelitian ini memberi pandangan bahwa 
kepatuhan pajak badan antara lain dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Ketika kepatuhan 
pajak sangat bergantung pada manfaat ekonomis yang diterima, ada kemungkinan bahwa pemungut 
pajak (fiskus) dapat mendorong pada situasi ketidakpatuhan pajak saat dihadapkan pada dilema 
benefit ketika berinteraksi dengan wajib pajak. Wajar jika beberapa hasil penelitian termasuk 
Mustikasari (2007) menyarankan agar fungsi fiskus diganti dengan komputer untuk membatasi kontak 
langsung antara fiskus dan wajib pajak. 
Menyadari bahwa kepatuhan bukan hanya dominasi faktor psikologi tapi juga faktor ekonomi, 
Asnawi et al.,(2009) mengusulkan kombinasi berbagai faktor ekonomi dan psikologi dengan 
mengaplikasi rerangka teori kepatuhan pajak Allingham dan Sandmo (1972). Tujuannya adalah untuk 
mengonfirmasi teori kepatuhan serta memberi bukti empiris guna memperjelas temuan riset 
sebelumnya. Asnawi et al.,(2009) memperbaiki penelitian sebelumnya melalui metode eksperimen 
sehingga dapat melakukan manipulasi variabel-variabel tertentu dan mengisolasi hubungan kausalitas 
tersebut dari berbagai pengaruh variabel penganggu, yang tidak mungkin dicapai dengan observasi 
terhadap data masa lalu atau penggunaan metode survei. 
Sementara itu, peneliti lainnya mencoba menghubungkan religiusitas dengan tingkat kepatuhan. 
Weber (1930) beranggapan bahwa praktik-praktik religiusmempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
Sedangkan studi McGee (2006), Crowee (1944), dan Gronbacher (1998) yang menelaah isu 
kepatuhan pajak dalam sudut pandang agama (Kristiani, Yahudi, dan Katholik) menyepakati bahwa 
kepatuhan pajak merupakan bagian dari ketaatan beragama. Intinya religiusitas diyakini sebagai 
penghalang perilaku tidak etis (Fidiana, 2014a). 
Jika dicermati, kajian akademis yang dilakukan baik melalui sudut pandang ekonomi, psikologi, 
sosiologi, bahkan perspektif agama gagal menjelaskan ketidakpatuhan pajak. Padahal, berbagai riset 
mengungkap bahwa normasosial, budaya, dan religiusitas dianggap sebagai elemen potensial 
pembentuk moral baik (Margolis, 1997; Torgler, 2003; dan Pope dan Mohdali, 2010) sehingga 
diprediksi mampu mengobati ketidakpatuhan. Nyatanya, aspek-aspek tersebut belum nyata 
meningkatkan kepatuhan pajak. Jika dicermati, riset-riset kepatuhan yang telah ada hanya memberi 
perhatian lebih pada kesadaran kulit luar dan belum menyentuh hakikat kesadaran secara holistik 
(Fidiana, 2014b). 
Respon dari persoalan-persoalan di atas, membuka minat untuk memikirkan dan menera secara 
tepat kepatuhan (kesadaran) insan agamis, dari bilik kesadaran terluar hingga ke kedalaman. 
Berbicara tentang insan agamis tentu saja berkaitan dengan perilaku mereka dalam praktik yang setara 
dengan pajak, yaitu zakat. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menjawab “bagaimana 
kesadaran/kepatuhan insan agamis dalam berpajak, berzakat, dan berakuntansi? Wilayah kedalaman 
(batin) kita ketahui adalah wilayah “nilai” atau rasa yang dapat mengarahkan perilaku individu pada 
kepatuhan/ketidakpatuhan.  
Dalam hal ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan fitrah manusia adalah agama. Arti penting 
agama, moral, dan etika serta tata nilai dalam metodologi ekonomi, menurut Myrdal (1988) karena 
tidak ada ilmu sosial yang dapat berpura-pura a-moral atau a-politik dan tak ada satupun manusia 
yang dapat menanggalkan atau membunuh naluri beragama. Gagasan ini memberi keyakinan bahwa 
tak ada satu alatpun yang mampu memisahkan manusia dari keharusan bersentuhan dengan realitas 
moral, etika, nilai, dan agama. Ibnu Khaldun pernah melukiskan betapa agama dapat menghasilkan 
transformasi sosial (social transformation) (Thoha, 2011). Selain itu, tak satupun pemikiran manusia 
yang kebal terhadap pengaruh nilai-nilai agama dan masyarakat. 
2. Studi Keperilakuan (Kepatuhan) Kontemporer 
Hasil riset rendahnya kepatuhan pajak mengirim signal bahwa kepatuhan pajak di Indonesia 
masih jauh dari harapan dan butuh ditingkatkan.Semakin intensifnya kajian ketidakpatuhan pajak 
menandai bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan masalah serius (Worsham, 1996) dan kompleks 
(Hai dan See, 2011). 
Jika dicermati, seluruh kajian kepatuhan pajak banyak dikembangkan dari perspektif atau 
asumsi self interest; derivasi dari etika utilitarian. Dalam perspektif self interest, individu diasumsikan 
senantiasa ingin memakmurkan dirinya sehingga cenderung menghindari setiap bentuk pengurang 
kekayaan, diantaranya pajak. 
Asumsi seperti ini tampaknya tidak berlaku di wilayah-wilayah distribusi selain pajak seperti 
aktivitas filantropi atau aktivitas keagamaan seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Bakar dan Rashid 
(2010) mengurai motivasi zakat di Malaysia murni karena alasan agama. Hal ini dibuktikan bahwa 
wajib zakat di Malaysia tidak memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang pembayaran pajak. 
Morales (1998) membuktikan bahwa imigran Meksiko memilih menghindari pajak demi 
menunjukkan loyalitasnya terhadap keluarga dan kerabat. Espa et al., (2011) mengungkap motivasi 
praktik akuntansi dalam keluarga akuntan salah satunya adalah demi alasan zakat. Senada dengan 
Espa et al., (2011), Jacobs dan Walker (2004) menyingkap praktik akuntansi masyarakat Iona tak lain 
merupakan refleksi ketaatan mereka terhadap aturan agama (Kristen). Praktik-praktik tersebut 
menandai bahwa self interest luntur saat individu merealisir semangat keagamaan atau nilai-nilai 
kebersamaan (sosial). 
Studi kepatuhan pajak dari sudut pandang religius dan moral (etis) memang telah banyak 
dilakukan. Namun, penelitian tersebut banyak lebih banyak mengatributkan kepatuhan pada kulit luar 
(material) dan belum menjamah dimensi kedalaman (batin). Dimensi religiusitas misalnya, diukur 
dengan frekuensi kehadiran mereka di tempat peribadatan, pendidikan/pengetahuan agama, dan 
keaktifan mereka dalam komunitas agama (lihat Torgler, 2003; Tekeli, 2011). Variabel-variabel ini 
merupakan dimensi kulit luar, sementara akademisi terlanjur menyepakati kepatuhan pada domain 
motivasi internal.  
Ini berarti ukuran tersebut tidak mewakili dimensi-dimensi internal yang sesungguhnya. Oleh 
karena itu dugaan-dugaan teoritis bahwa tingkat religiusitas mampu meningkatkan kepatuhan (pajak) 
internal (Margolis, 1997; Torgler, 2003; Pope dan Mohdali, 2010) tidak nyata. Indonesia yang 
notabene mengaku sebagai negara yang bermasyarakat religius membuktikan tingkat kepatuhan pajak 
yang rendah (lihat Uppal, 2005; Mustikasari, 2007; Manurung, 2013; Fidiana, 2014b). Rendahnya 
tingkat kepatuhan pajak dibuktikan dengan rendahnya nilai tax ratio Indonesia, yaitu di kisaran 12% 
hingga tahun 2011; merupakan negara dengan tax ratio paling rendah di antara negara ASEAN 
lainnya (Uppal, 2005).  
Sepengetahuan peneliti, kajian kepatuhan pajak dari sudut pandang moral dan religiusitas yang 
benar-benar digali secara internal terhadap insan-insan religius belum pernah dilakukan secara serius. 
Jika dicermati, kepatuhan dan kesadaran yang merupakan wilayah-wilayah batiniah (internal) selalu 
diteropong dari jarak jauh sehingga menghasilkan model-model kepatuhan yang sifatnya 
prediktif/dugaan, kering dari citarasa spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengungkap 
senyatanya kepatuhan (motivasi internal) pajak insan agamis2 dalam sudut pandang tauhid. 
 
3. Metode Riset 
Penelitian ini menggunakan paradigma tauhid. Paradigma ini dipilih dalam rangka menembus 
wilayah kajian yang melampaui batas-batas antroposentris. Peneliti beranggapan bahwa hanya dengan 
mengikatkan diri pada aksis ketuhanan (tauhid) maka telaah atas perilaku yang berwawasan religius 
dapat direngkuh. 
Penggunaan paradigma tauhid berkonsekuensi pada alat-alat pengetahuan yang dilakukan. 
Implementasi tauhid menuntut sebuah perangkat pengetahuan yang mengakar pada tidak hanya 
instrumen akal (rasional) tapi juga wahyu (Qur’an dan Hadist) (revelatif) serta perangkat intuisi 
(intuitif). Ini berarti bahwa peneliti harus mengaplikasi tidak hanya ayat (tanda) tertulis, tapi juga 
yang terhampar di semesta. Oleh karena itu peneliti mengintegrasi data wawancara (konteks), yang 
mewakili realitas sosial dan mengombinasikannya dengan data teks, yang merupakan representasi 
realitas teks, serta data intuisi, yang merupakan manifestasi realitas spiritual. 
Penelitian ini dilakukan pada komunitas Jama’ah, yang merupakan komunitas Islam minoritas di 
Indonesia. Komunitas ini sangat relevan untuk dipilih karena mereka adalah masyarakat keturunan 
Arab yang merupakan asal muasal tumbuhnya rasa beragama (Islam). Penelitian ini menggunakan 
satu orang informan, yaitu Imam. Nama ini bukan nama sebenarnya, melainkan telah disamarkan 
demi alasan kenyamanan dan memenuhi kode etik penelitian. Beliau dipilih karena memenuhi kriteria 
sebagai tokoh masyarakat pada komunitas tersebut, merupakan seorang guru (ustadz) atau pendidik 
senior pada lembaga pendidikan unggulan di komunitas Jama’ah. Selain itu, beliau merupakan wajib 
pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan juga seorang 
wajib zakat (muzakki). 
2 Pembicaraan tentang agama (Islam) tidak dapat melepaskan diri dari negara asal turunnya agama (Islam), yaitu Arab, 
maka penelitian ini dilakukan terhadap salah satu komunitas keturunan Arab yang ada di Indonesia. Peneliti meminjam 
istilah Wahabi sebagai label bagi penduduk pribumi keturunan Arab. 
                                                 
Reabilitas data pada penelitian ini dijamin dengan ketersediaan variabilitas sumber data, yaitu 
data wawancara, foto, dokumen SPT dan zakat, serta sistem akuntansi sederhana. Sedangkan validitas 
penelitian dijamin dengan pemenuhan syarat close relationship3 peneliti dengan subyek penelitian. 
Penelitian ini menggunakan alat analisis trilogi Islam, iman, dan ihsan. Alat ini dipilih karena 
pertimbangan satu-satunya penjenjangan dalam Islam. Analisis data dipisahkan dalam dua bagian; 
bagian pertama mengeksplor kesadaran dan kepatuhan informan dalam berzakat, sedang bagian 
berikutnya menyajikan peta kepatuhannya dalam berpajak, yang mana perilaku mereka dalam 
berakuntansi terikat dalam keduanya. 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1. Lanskap Sosial dan Spiritual 
Islam memandang bahwa masalah ekonomi terletak pada pengaturan perputaran harta secara adil, 
bukan pada problem kelangkaan (scarcity). Perputaran harta identik dengan aktivitas kolektif, 
sehingga ekonomi sebenarnya masalah kolektifitas.Islam mengonkritkan doktrin ini melalui ajaran 
zakat. Dengan mengakui perspektif tersebut, konsep self interest economyyang tercetus dari 
pemahaman keterbatasan sumber daya ekonomi, mendorong perilaku eksploitatif yang menodai titah 
keseimbangan. Karakter peduli diri (self-concern) yang tinggi ditengarai mencetak sifat materialis dan 
hedonis, menjerumuskan manusia pada perang “ekonomi”. 
Sebaliknya, individu yang memahami bahwa umur setiap orang tidak akan berakhir sebelum 
dipenuhi hak (rejeki) nya, tentu tidak khawatir tidak kebagian rejeki sehingga memupus keinginan 
yang berlebihan dalam memburukekayaan. Islam tidak melarang manusia mengakumulasi harta. 
Islam hanya mengecam mereka yang mengumpulkan harta tanpa mengindahkan hak orang lain 
sehinggamenyebabkan manusia buta akan harkat kemanusiaan. 
Syariat zakat diwajibkanatas harta individu yang mencapai nisab, yaitu kriteria minimum jumlah 
aset kena zakat atau batas minimal kekayaan kena zakat. Imam Hanafi menambahkan bahwa 
sempurnanya nisab disyaratkan pada harta yang telah mencapai satu tahun; permulaan tahun untuk 
pengikat dan akhir tahun untuk pewajiban zakat (Qardawi, 2010, 271). Individu yang hartanya telah 
3 Peneliti merupakan keponakan Imam dari garis Ayah sehingga bermarga sama. Peneliti cukup dekat dengan Imam. 
Selain kedekatan kekerabatan, juga kesamaan wilayah tinggal (kelahiran). Bagi Kaum Wahabi, saudara ayah adalah 
pengganti ayah. 
                                                 
memenuhi kriteria ini namun tidak berzakat dianggap kafir atau fasik dan patut dipertanyakan ke-
Islamannya karena dianggap tidak menyempurnakan rukun Islam. 
Bagaimana pula dengan harta yang belum wajib zakat? Apakah terlarang berzakat? Tidak wajib 
zakat bukan berarti terlarang berzakat jika pemiliknya menghendaki atau menginginkan4. Berzakat 
atau sedekah dari kelebihan kebutuhan pribadi justru sangat dimuliakan oleh Islam5, apalagi jika 
mampu sedekah pada saat dirinya kekurangan. 
Tidak menutup kemungkinan individu yang tidak wajib zakat tapi sangat ingin berzakat. Kondisi 
ini terjadi pada Imam. Walaupun secara nominal tidak terkena kewajiban zakat, ia berzakat. Lantas 
apa yang memotivasi Imam untuk berzakat? Berikut penuturannya, 
Jadi awalnya gini, tahun kemarin itu ngeluarken. Nah ini kan sebenarnya motivasi untuk 
tahun-tahun berikutnya kan harusnya menjadi targetnya orang itu ya… [Sesi 3, menit 00:25] 
 
Sebenarnya gini, kalo’ diukur dari uang, itu belum wajib ngeluarken zakat…Tapi, ada satu hal 
yang jadi ukuran itu, orang itu pada umumnya mesti menunggu… [Sesi 1, menit 00:40].  
 
Ya, jadi itu yang jadi, kadang-kadang itu jadi pikiran…sudah dicagerken orang [Sesi 1, menit 
00:53] 
 
Itu memang kadang-kadang jadi persoalan, zakat itu seolah-olah sudah ditunggu-tunggu sama 
orang [Sesi 1, menit 03:42] 
 
Kalo’ orang melihat orang lain itu kan dari sisi luar, tapi bagaimana kondisi di dalem? [Sesi 1, 
menit 01:46] 
 
Imam tidak ingin mengecewakan harapan kerabat dan tetangga. Tahun lalu, Imam telah 
mendistribusi zakat. Dalam pandangan Imam, ini berarti mereka (mustahik-kerabat dan tetangga) 
tentu menunggu dan berharap menerima zakat seperti tahun sebelumnya. Jadi, walaupun belum 
mencapai nisab, Imam merasaharus mengeluarkan zakat demi memenuhi harapan tetangga dan 
kerabat. Ini berarti bahwa motivasi zakat Imam telah melampaui “kewajiban” formal zakat, beralih 
pada perasaan terbebani oleh harapan orang lain. 
Kemampuan merasakan harapan dan “rasa” orang lain dalam tradisi Sufi menandai kemampuan 
menyatu atau manunggal dengan sesama (dan alam). Manusia, sebagai sebuah mikrokosmos, 
4 Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Tentang zakat 
perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya (2 1/2%). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila 
pemiliknya menghendaki, …Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang 
seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun 
keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan (HR. Bukhari). 
5 Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima); dan mulailah dari orang-orang yang 
banyak tanggungannya; dan sebaik-baik sedekah ialah yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri (HR. Bukhari) 
                                                 
merekapitulasi dalam dirinya seluruh eksistensi, termasuk korespondensi antara manusia dengan 
semesta/sesama (Bakar, 1991, 207). Pada konteks ini, individu “nglakoni” dan menginternalisasi 
bahwa tetangga bahkan semua mahluk hidup adalah saudara. Lebih dari itu, perasaan tersebut 
kemudian menumbuhkan welas asih (kasih sayang) yang mewujud dalam bentuk kepedulian (zakat). 
Praktik ini merupakan bukti kepedulian memberi tanpa mengharap balasan. Dalam kehidupan sosial, 
hal semacam ini mencipta keseimbangan dan keharmonisan. 
Korespondensi antara sesama merupakan konsekuensi penting dalam lan’skap spiritual. Kualitas 
hubungan dengan Tuhan kenyataannya selalu mendorong individu untuk merealisasi kebajikan sosial, 
mengembalikan manusia pada posisi kemanusiaannya. Signifikansi kedekatan hubungan dengan 
Tuhan tidak akan stagnan di wilayah vertikal (spiritual) tetapi pasti melebar ke wilayah horizontal 
(sosial).  
Jelas bahwa kepedulian sosial hanya sebuah refleksi dan perluasan.Sebuah karakter suci yang 
muncul untuk mengejawantah kasih sayang (ar-Rahim, ar-Rahman). Dengan kata lain ketaatan pada 
Tuhan berdampak mengarahkan manusia menebar kebaikan antar sesama dan kemanusiaan. Inilah 
substansi dari maqam mukmin (shirat), kalangan Sufi menyebutnya sebagai maqam tariqat, yakni 
ketika seorang Muslim berhasil bergerak melampaui aspek eksternal (syariat), tergenesis dari diri 
(hati)nya untuk mengulurkan kasih sayang dan kepedulian. Timbulnya kasih sayang terhadap sesama 
mengonstitusi suatu esensi bahwa kepedulian terhadap sesama tak akan pernah membiarkan harapan 
orang lain berlalu begitu saja. 
4.2. [Akuntansi] Zakat: Siapa Yang Berani Ngakali Zakat? 
Akuntansi zakat pada konteks ini direlasikan pada penentuan nisab atas aset wajib zakat. Secara 
filosofis Islam tidak mengalamatkan zakat pada harta tapi pada kekayaan. Konsep kekayaan lebih luas 
dari konsep harta. Mengacu pada definisi kekayaan, 
Ngitung zakat itu dari modal… [Sesi 1, menit 15:42] 
 
Sudah digabung penghasilan di sekolah dan penghasilan usaha [Sesi 1, menit 14:52] 
 
Ya semua penghasilan yang berangkat dari usaha, itu modal [Sesi 1, menit 15:56]. Jadi barang 
itu dihargai juga, jadi beli sekian rol ini dihitung barang ya, artinya ya diuangkan… [Sesi 1, 
menit 16:26] 
Imam menggunakan pendekatan modal sebagai basis penentuan aset kena zakat. Konsep ini 
relevan jika ditilik dari persamaan akuntansi yang mengalkulasi modal sebagai hasil pengurangan aset 
terhadap utang. Dengan demikian, model penghitungan zakat berbasis aset tanpa memperhitungkan 
utang sebagaimana yang dilakukan Imamkonsisten dengan cara akuntansi memandang harta. Utang 
dikeluarkan dari penghitungan zakat karena sejalan dengan tujuan zakat yaitu mengeluarkan hak 
orang lain atas harta berarti utang adalah hak orang lain yang menuntut untuk lebih dahulu ditunaikan 
sebelum zakat. 
Kekonsistenan Imam atas basis modal ditunjukkan dengan merinci modal hingga ke persediaan 
barang dagangan. Begitu pula dengan tingkat kepastian untuk menentukan nisab, Imam menunjukkan 
dokumentasi nota-nota penjualan (tagihan) dan pembelian bahan (sekaligus utang)miliknya. Frekuensi 
transaksi yang tidak terlalu banyak dalam setahun menjadi logis dan lebih praktis bagi Imam untuk 
meniadakan pencatatan resmi seperti tuntutan pembukuan. Lantas Beliau memberi penegasan, 
Oh iya, kalo’ zakat ini siapa yang mau anu…artinya mau berani ngakal-ngakali zakat? [Sesi 
1, menit 20:30] 
 
Menarik untuk dicatat bahwa pernyataan tersebut mewakili umat Muslim yang sangat tidak 
mungkin meredusir kewajiban zakat, walaupun tanpa pengawasan, denda, dan hukuman nyata.  
Ungkapan ini menegaskan bahwa ketiadaan pengakuntansian modern tidak berarti meniadakan 
penghitungan. Juga tidak bermaksud merekayasa atau menggelapkan.Justru ia mencoba 
menggarisbawahi bahwa tidak satupun individu Muslim berani merekayasa zakat sebagaimana 
ketidaksanggupan mereduksi jumlah rakaat shalat. Malahan iasangat hati-hati dalam menentukan 
jumlah aset kena zakat.  
Makna ketidakberanian di atas menunjuk pada konsekuensi dosa yang harus ditanggung jika 
salah menghitung. Pernyataan ini mengindikasi kesadaran transendental dengan merasakan adanya 
pengawasan Tuhan dalam aktivitas penghitungan aset kena zakat sehingga mereka tidak mungkin 
memanipulasi penghitungan. Pada konteks yang mana individu merasakan kehadiran atau 
pengawasan Tuhannya walaupun mungkin saja ia tidak melihat Tuhannya secara nyata dikategori 
sebagai perilaku Ihsan atau kebajikan. 
Pada derajat ini, seorang individu tidak memerlukan pengawasan dari luar, juga tidak butuh 
ancaman atau hukuman. Ia telah menemukan panduan internal yang senantiasa mengarahkan pada 
kebenaran. Intensifitas kerja panduan internal sejalan dengan kualitas iman dan amal. Sistem ini 
menjadi semacam gravitasi yang secara preventif senantiasa menjaga pelakunya dari penyimpangan. 
Semakin tinggi kadar iman, semakin tinggi tingkat kepekaannya memandu individu membedakan 
kebenaran dan kebatilan. Jika suatu saat individu lalai atau melakukan penyimpangan, secara perlahan 
mereka akan ditarik kembali ke zona keseimbangan dengan terlebih dulu mengalami penderitaan. 
Kembali pada konteks akuntansi. Kepatuhan berakuntansi Imam, walaupun tidak menggunakan 
media akuntansi modern mengindikasi kepatuhan internal. Motivasi zakat menstimulasi individu 
mengakuntansi dengan cermat dan benar agar mencapai kriteria zakat. Dengan kata lain motivasi 
berakuntansi sesungguhnya hanya mengejawantah semangat merealisir zakat. Jadi, ketiadaan catatan 
bukan berarti meremehkan penghitungan. Hal ini terbukti bahwa sekalipun tidak mencapai kriteria 
wajib zakat, Imam tetap merealisasi zakat. 
Inilah yang dimaksud dengan kepatuhan internal. Kepatuhan yang digerakkan oleh kualitas 
kecintaan pada Tuhan. Semangat merealisir zakat benar-benar inheren dalam diri individu demi 
mencapai kedekatan dengan Tuhan. Jadi bukan karena kewajiban formal zakat, bukan pula semata-
mata demi membahagiakan orang lain. Lebih dari itu, individu memahami misi kemanusiaan dalam 
memakmurkan bumi. 
4.3. [Akuntansi] Pajak: Kepatuhan Formalitas 
Setiap orang yang memulai usaha dan memiliki ijin usaha tentu diwajibkan memiliki nomor 
pokok wajib pajak (NPWP). Individu yang memiliki NPWPberkonsekuensi untuk menghitung, 
membayar, dan melaporkan pendapatannya untuk kepentingan pajak. Bagaimana pula dengan Imam, 
apakah ia juga melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak? Berikut penuturannya,  
Ada, tapi nihil, itu ngisi SPT koq [Sesi 1, menit 09:58] 
 
Jadi penghasilan yang ada itu, dihubungkan dengan pajak itu ndak nutut, jadi nilai modal 
dengan pajak itu anu, ndak kena pajak ya, kan ukuran modal sekian itu bebas dari pajak. 
Kayak misalnya beli tanah ya, tanah kalo’ di bawah 60 juta itu bebas dari pajak, ya seperti 
itu… [Sesi 1, menit 06:23] 
 
 
Penghasilan Imamdibawah standar ketentuan minimal pajak sehingga tidak kena pajak. 
Kondisi ini kongruen dengan kondisi hartanya yang tidak mencapai nisab. Yang cukup menarik untuk 
digarisbawahi adalah bahwa Imam pernah melaksanakan kewajiban lapor. Media pelaporan pajak 
tentu dengansurat pemberitahuan pajak (SPT). Kata pernah di sini menandaskan ketidaksinambungan 
atau sifat non-kontinyu. Artinya tidak setiap periode melaksanakan kewajiban pajak. Ketika 
dikonfirmasi tentang hal ini, Imam mengakui, 
Jadi gini…kita berangkat dari penghasilan ya. Penghasilan rata-rata penduduk termasuk Ana 
dari sisi pendapatan itu kategorinya lebih apa cukup apa kurang dan seterusnya [Sesi 4, menit 
00:35] 
Kalo’ orang itu punya penghasilan pas-pasan terus disuruh berbicara soal pajek walaupun 
akhirnya juga nol itu kan mikir. Wong dipake’ makan aja ndak cukup apalagi mbayar pajek. 
Itu konsep sederhana sekali [Sesi 4, menit 01:06] 
 
Pernah, pernah, dua kali, ya sudah nihil, diisi sudah, niihiil sudah pokoknya… [Sesi 1, menit 
05:57] 
 
 
Apa yang disampaikan Imam sangat bisa dimaklumi bahwa rata-rata orang memang malas 
ketika berhadapan dengan pajak apalagi kondisi ekonomi mereka katakanlah “pas-pasan”. Oleh 
karena itu Imam melaksanakan kewajiban pajaknya untuk aktivitas usaha sampingannya hanya dua 
kali sejak memiliki NPWP. Itupun dengan nilai nihil. Setelah itu, Imam mengaku tidak pernah lagi 
mengurus kewajiban pajaknya. 
Jika ditelaah, tampak ada perlakuan dualisantara zakat dan pajak. Ketika berbicara zakat, ada 
upaya memenuhi zakat walaupun belum mencapai kriteria nisab. Sedangkan dalam hal pajak, beliau 
mengklasifikasi dirinya sebagai warga negara dengan pendapatan pas-pas’an. Artinya tidak 
serupiahpun yang keluar untuk pajak.  
Dengan demikian, Imam mendiferensiasi pajak dan zakat. Dalam hal zakat ia mengategori 
sebagai wajib zakat, sedang pada pajak ia mengklasifikasi diri berpendapatan tidak kena pajak. 
Bagaimana bisa demikian? Setelah dikonfirmasi, Imam mengaku menggunakan dasar pendapatan 
yang berbeda dalam menentukan pajak dan zakat.  
Imam secara jujur mengaku bahwa ia hanya melaporkan pendapatan yang formal, yaitu 
pendapatan dari profesi guru. Beliau berargumen, 
Ya sebenarnya gini, kalo’ kita ini berurusan sama pajek itu yang formal, yang nonformal itu 
jarang kita berbicara pajek ya tapi zakat, kaya Ana yang urusan penghasilan yang dari sekolah 
itu selalu berurusan sama NPWP dan itu menjadi kewajiban, kalo’ misalnya harus 
ngeluarkenya ngeluarkenkan gitu, tapi kalo’ penghasilan di rumah itu lebih berbicara pahala 
dan seterusnya bahkan kalo’ misalnya lebih ke shodaqoh, lebih dari itu infaq, daripada 
berbicara pajek karena pajek itu sudah dibatasi oleh kepentingan negara…[Sesi 1, menit 
13:31] 
 
Kalo’ saya masalah pajekkayakgini menjadi kewajiban ya, wajib dan tidak bisa tidak tapi 
mengukurnya itu sebatas yang formal, yang Ana terima, jelas, seperti TPP (tunjangan profesi 
pendidik), kemudian penghasilan sekolah 
 
Yang profesi guru ada pajak, tapi nihil, itu ngisi SPT setiap tahunkoq… [Sesi 1, menit 19:19] 
 
Imam menangkap bahwa pajak merupakan pungutan formal (urusan negara/dunia). Skema ini 
menuntun individu memisahkan urusan yang formal dan informal. Di luar pajak, individu berhadapan 
dengan kewajiban informal yaitu kewajiban ritual atau spiritual. Bagi individu beragama, walaupun 
sifatnya informal tapi justru sangat sakral karena berdimensi spiritual. Individu merancang skema 
pendapatannya pada dua kategori. Pendapatan formal untuk kewajiban formal, yang lainnya untuk 
memenuhi kebutuhan sosial dan spiritualnya. Logis, jika Imam menatapajak hanya didasarkan dari 
pendapatan profesi pendidik (pendapatan formal). 
Dapat disimpulkan bahwa Imam tidaktaat pajak, karena hakikat kepatuhan pajak (modern) 
adalah kesediaan melaporkan seluruh penghasilan (income reported). Jika ditinjau dari standar kriteria 
kepatuhan yang ditetapkan oleh regulasi pajak boleh jadi dianggap telah sesuai dan tidak melanggar. 
Ini adalah bentuk kewajiban formal, yaitu melaporkan pendapatan sebatas yang formal. Individu 
hanya memenuhi tuntutan regulasi, sekedar formalitas. 
Konsep ini dapat ditinjau dari aspek pemahaman individu terhadap makna ibadah. Saat 
dihadapkan pada zakat, mereka antusias berzakat sekalipun tidak memenuhi kriteria zakat karena 
zakat adalah bagian dari ibadah. Dari sini kita mendapat pemahaman bahwa ketika individu menolak 
pajak adalah karena mereka meletakkan pajak bukan bagian dari aspek ibadah. Dengan demikian 
maka tidak menjadi masalah jika tidak menunaikan pajak karena tidak ada konsekuensi (dosa) yang 
melekat pada pajak. Tidak ada yang harus ditakuti dengan tidak membayar pajak karena bukan aturan 
yang bersumber dari Tuhan.Sikap dan perilaku yang demikian menandai perilaku yang memisahkan 
urusan dunia dan akhirat, ibadah dan muamalah, kewajiban agama dan kewajiban non-agama. 
  
4.4. Eman dan Iman 
Dengan hanya melaporkan pendapatan dari profesi pendidik, tentu saja kewajiban pajaknya 
menjadi nihil. Jadi besaran nihil sebenarnya memang telah direncanakan sebelumnya atau bersifat 
intensional. Saat dikonfirmasi tentang hal ini, Imam mengurai, 
Ya kalo’ orang yang sudah biasa ngisi SPT, ngerti. Artinya sebelum ngisi itu ngertikalo’ nihil. 
Jadi ya dilaporkan aja…[Sesi 4, menit 04:05] 
 
Kayak Ana misalnya diisiken oleh seseorang yang mengerti tentang pajak, dikarang dan 
seterusnya…Termasuk usahanya Ana misalnya dibantu…menjadi nihil [Sesi 4, menit 02:00] 
 
Kesediaan Imam melaporkan pajak karena beliau mengetahui bahwa tingkat pajaknya nihil. 
Tidak sekedar nihil, tapi juga ada upaya menihilkan. Tentu saja dibantu atau malah diajarkan oleh 
mereka yang kompeten untuk menihilkan, karena Imam tidak memahami mekanisme menihilkan 
pajak. Dengan desain seperti ini, Imam menganggap telah berpartisipasi memenuhi kewajiban 
pajak.Mengapa pendapatan formal harus dilaporkan untuk pajak? Imam menimpali, 
Pola pikir kita…ya…berpikir untuk tidak diaudit, itu iya betul… [Sesi 1, menit 20:50] 
 
Imam menyadari bahwa pendapatan dari profesi pendidik beserta tunjangan dari pemerintah 
merupakan lahan audit. Karena sumbernyadari pemerintah, Imam berasumsi bahwa fiskus memiliki 
akses data ke pemerintah sehingga rawan diperiksa. Oleh karena itu pendapatan formal harus 
dilaporkan. Toh kalau dilaporkan juga nilainya nihil. 
Pelaporan pajak dengan demikianuntuk menjamin keselamatan pribadi juga instansi. Agar lebih 
meyakinkan, setiap tahun Imam mengundang petugas pajak untuk memandu rekan-rekan pendidik 
mengisi SPT. Bisa dipastikan bahwa jika Imam dengan pendapatan tertinggi di instansinya tidak 
dikenai pajak alias nihil begitu pula dengan jajaran yang ada di bawahnya. Jadi tidak ada yang 
dirugikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena posisi pendapatan mereka cukup aman. 
Ilustrasi ini menggambarkan pola pikir yang sejalan dengan konsep pajak konvensional yang 
mana pertimbangan individu melaksanakan pajak karena takut diperiksa, dikenai denda, dan 
hukuman. Dari sudut pandang modern, cara pandang ini seringkali dikaji dalam lingkup falsafah 
utilitarianisme yang mana individu diasumsikan berupaya menghindari risiko atau kerugian yang 
dapat menurunkan tingkat kesejahteraan pribadinya. Berkaitan dengan kesejahteraan ini akhirnya 
Imam mengaku, 
Orang itu kalau dibilang pajek itu kecenderungannya menghindar memang, karena 
apa…eman… [Sesi 1, menit 19:19] 
 
Bahasa eman itu hubungannya sama uang… [Sesi 1, menit 19:49] 
 
Imam benar. Istilah eman sangat terkait dengan uang, dengan tingkat kesejahteraan. Mengapa 
eman? tentu dikaitkan dengan tingkat manfaat. Sangat lumrah jika pembicaraan tentang uang identik 
dengan pertimbangan untung rugi. Individu merasa “eman” jika harus kehilangan rupiah untuk pajak. 
Kenapa? Karena tidak ada manfaat material apalagi manfaat spiritual yang dapat diraih dengan 
membayar pajak. Pajak bukan wilayah iman, eman jika harus berkorban untuk pajak. Tidak 
membayar pajak tidak menggugurkan status mereka sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, 
juga tidak merobohkan tiang Islam, karena bukan rukun Islam. 
Pajak dipandang tidak memiliki dampak apapun di akhirat. Selain itu juga tidak menawarkan 
manfaat nyata di kehidupan dunia bahkan dapat menyebabkan individu melarat. Wajar jika individu 
meletakkan pajak dalam wilayah rasional sehingga menimbang berat pada aspek nominal. Kondisi ini 
menandai bahwa pada saat berhubungan dengan ayat-ayat Qur’an dan hadits individu merealisir 
maqam spiritualnya sedang ketika berhadapan dengan ayat-ayat kosmis individu 
mengaktualisasieksistensimaqam rasionalnya. 
Jika diperhatikan dengan seksama, perilaku antipati terhadap pajak dengan dalih enggan 
diperiksa, bukan satu-satunya alasan yang valid. Dibalik alasan rasional itu terdapat alasan lain yang 
cukup metarasional yaitu alasan zakat. Dan dibalik alasan zakat, karena sesungguhnya tidak masuk 
kriteria zakat tapi katakanlah sekelas dengan sedekah adalah alasan untuk menyantuni orang lain di 
sekitarnya atas dasar melaksanakan anjuran syariat (hadits) dengan motif mendapat pahala. Dalam 
tataran kemanusiaan, motivasi ini hanya mungkin mencuat pada individu Muslim yang telah 
memahami makna iman. Jadi, mereka tidak sekedar tunduk (baca: Islam, aslama) dan meyakini (baca: 
mengimani) tapi juga loyal pada Sunnah. Loyalitas tidak akan hadir pada individu yang tingkat 
keislaman dan keimanannya hanya menyentuh kulit luar (eksoterik) tapi merupakan buah dari 
kesungguhan spiritualnya (esoterik). 
  
4.5. Ketidakpatuhan Kolektif: Menyebarnya Gugus Energi Negatif 
Bagaimanapun Imam bukan orang pertama yang menunjukkan sikap dan perilaku antipati 
terhadap pajak. Pun bukan satu-satunya orang yang merasa tidak rela membayar pajak. Beliau 
mewakili jutaan orang di luar sana yang alergi pajak. Ketidakgairahan individu bertemu dengan gugus 
keengganan masyarakat secara umum dan membentuk medan non simpati yang kuat terhadap pajak. 
Domain kepatuhan pajak menyebutnya sebagai fungsi dari subjective norm (norma subyektif) 
sebagaimana dikemukakan Ajzen (1991). Norma subyektif lebih mengacu pada persepsi masyarakat 
secara umum terhadap pajak. Jika secara kolektif masyarakat kurang antusias membayar pajak, hal ini 
menjadi referensi yang kuat bagi individu untuk menolak pajak. Kultur ini menghimpun individu dan 
masyarakat membentuk medan antipati pajak. 
Kultur ini mengandaikan sebuah kesadaran kolektif. Bagaimana tidak, tanpa ada perantara 
apapun tampak nyata bahwa ketidakpatuhan pajak berlaku di seluruh dunia, dengan letak geografis 
yang terpisah, sejak awal kemunculannya hingga hari ini. Kondisi ini juga terjadi di negara-negara 
pencetus pajak. Meminjam istilah Triyuwono (2009a), kondisi ini mengandaikan sebuah kesatuan-
kemanunggalan dengan mengibaratkan sifat energi bawah sadar yang senantiasa bergerak dan 
mengalir, berinteraksi dengan lingkungan untuk merealisasi apa yang diinginkan. Lebih lanjut, masih 
menurut Triyuwono (2009a), energi bawah sadar berkekuatan besar memengaruhi manusia berpikir 
dan berperilaku tertentu. 
Kurangnya minat terhadap pajak agaknya memang dibentuk oleh kekuatan energi negatif yang 
dipancarkan oleh masyarakat. Tidak hanya wajib pajak, tapi juga petugas fiskus, birokrat serta 
instansi terkait. Selama inisecara teoretis, tuduhan ketidakpatuhan selalu dialamatkan secara sepihak 
ke wajib pajak. Padahal banyak kasus, termasuk kasus Gayus mengungkap bahwa penyelewengan 
pajak seringkali merupakan hasil negosiasi pihak fiskus dan wajib pajak.  
Secara mengejutkan, Imam menuturkan bahwa ketidakpatuhan pajak dalam bentuk konsep nihil 
adalah ajaran pihak fiskus dan aparat terkait sebagaimana ilustrasi dalam kutipan berikut, 
Kebetulan kan orang perdagangan itu kenal, jadi dia yang ngurusi, gak pakai macem-
macem… [Sesi 1, menit 19:19] 
 
Terus sementara ini yang digambarkan elek-elek’an lah ya, petugas pajak. Kadang-kadang 
mereka itu yang ngajari konsep-konsep nihil itu [Sesi 4, menit 01:27] 
 
KayakAna misalnya diisikan oleh seseorang yang mengerti tentang pajak, dikarang dan 
seterusnya…nihil…terus termasuk usahanya Ana, dibantu…menjadi nihil [Sesi 4, menit 
02:00] 
 
Jadi tidak ada sinkronisasi pejabat terkait dengan pajak. Jadi kalo’ Ana bikin ijin usaha, itu 
kanmestinya ke dinas perdagangan, lha ketika berbicara tentang pajak nah orang perdagangan 
itu yang justru ngajari[Sesi 4, menit 02:51] 
 
Miris sekali membaca ilustrasi di atas. Pihak fiskus dan juga aparat pemerintahan yang terkait 
dengan pajak justru merekomendasi konsep nihil. Dari merekalah wajib pajak mengerti perekayasaan 
angka pajak menjadi nihil. Mereka adalah agen penyubur benih ketidakpatuhan pajak. Mereka 
menciptastimulus penghematan pajak. Masyarakat wajib pajak yang notabene sangat awam pajak 
mendapat trik jitu menihilkan pajak. Wajib pajak mendapat otorisasi penghematan pajak. Ajaran atau 
doktrin seperti ini tidak tersentuh teori. 
Dapat dipastikan bahwa pihak fiskus dan aparat instansi terkait secara pribadi pasti juga tidak 
taat pajak sehingga ia mempersepsi bahwa orang lain tentu sepakat untuk menolak pajak. Oleh karena 
itu mereka mengajarkan cara-cara menghindari pajak. Pihak fiskus gagal berfungsi sebagai 
kepanjangan tangan pemerintah untuk menjadi teladan dan panutan wajib pajak. Mereka malah 
memberi treatment negatif tentang pajak. 
Jika demikian, spektrum norma subyektif seperti yang digambarkan Ajzen (1991) dalam model 
TPB tidak relevan dengan realitas di Indonesia terutama untuk kaum Jama’ah. Ajzen mendefinisi 
norma subyektif sebagai pengaruh orang-orang sekitar seperti keluarga, kerabat, rekan sejawat, dan 
pimpinan sebagai referensi individu untuk tidak mematuhi pajak (Hidayat dan Nugroho, 2010). 
Stimulus penghematan pajak di Indonesia, dan kaum jama’ah khususnya, justru berasal dari pihak 
fiskus dan instansi terkait yang tidak saja memotivasi tapi juga memberi contoh nyata. 
Dukungan lingkungan (wajib pajak, fiskus, dan aparat instansi sejawat) membentuk satu 
kesatuan norma sosial. Mekanisme inimembentuk ketidak-patuhan secara serentak dan serempak. 
Antara fiskus dan wajib pajak serta dukungan lingkungan semacam terikat dalam kontrak psikologi 
(Feld dan Frey, 2002, 88) yang menyejajarkan komitmen mereka menghindari pajak secara kolektif. 
Ketidakpatuhan dengan demikian dibangun tidak hanya oleh diri pribadi tapi juga dikondisikan 
oleh dan bagi mereka yang berstatus sebagai anggota komunitas ekonomi-pajak. Dengan demikian, 
ketidakpatuhan pajak bukan sebuah perilaku yang terisolasi, tapi merepresentasi pengalaman 
individual yang bertekstur komunal. 
Jika ditinjau dari perspektif sosiologis, perilaku yang mempertimbangkan persepsi orang lain 
menunjukkan tingginya aspek kekerabatan. Situasi inisangat dekat dengan kesadaran kolektif 
(ashabiyah) atau solidaritas komunal. Ashabiyah cenderung menguat pada kondisi kelaparan, 
ketertekanan, ketidakamanan, kezaliman, dan ketidaknyamanan. Kekhasan ini mengarahkan pada 
pemahaman bahwa ketika pajak dianggap sebagai sebuah tekanan bagi masyarakat Indonesia, juga 
kaum Jama’ah, semangat kebersamaan menolak pajak secara otomatis muncul tanpa harus dikoordinir 
terlebih dahulu. 
Ikatan ashabiyah membentuk ikatan di bawah sadar; mencipta keselarasan sosial dan 
mempersatukan tujuan (Fidiana, 2014b). Ketika solidaritas sosial memperoleh kedaulatan di atas 
kesukuan dan kekerabatan, ia menjadi kekuatan dahsyat yang menyatukan sikap, pandangan, 
kesadaran, dan perilaku. Jadi, perilaku kepatuhan pajak, zakat, dan akuntansi adakalanya bukan hasil 
pembelajaran sosial melainkan refleksi kesadaran kultural. 
4.6. Kepercayaan terhadap Birokrat serta Harapan Kemudahan 
Banyak kalangan mengeluhkan rumitnya birokrasi pajak.Wajib pajak tidak hanya direpoti 
dengan menghitung dan membayar pajak, tapi juga dipersulit oleh media laporan pajak, yaitu surat 
pemberitahuan (SPT). Bagi fiskus, SPT sangat dibutuhkan sebagai acuan informasi. Sayangnya, 
rincian informasi yang tertera di SPT tidak mudah dipahami oleh setiap orang sekalipun bergelar 
sarjana. Artinya, pajak bukan produk yang mudah diaplikasi. Padahal tidak semua individu tidak 
berniat membayar pajak, 
Bukan tidak mau sama pajek sebenernya, kalo’ dipikir-pikir ya karena itu juga kewajiban 
[Sesi 1, menit 19:04] 
 
Sekarang yang dirasakan itu bukan tidak maumbayar pajak… masyarakat sekarang ini karena 
intinya kurang percayasama pemerintah [Sesi 1, menit 32:50] 
 
Ya tadi itu, orang itu potensinya mbayarpajek rumit, kemudian belum tentu nyampe [Sesi 1, 
menit 23:50] 
 
 
Imam menepis tuduhan intensionalitas ketidakpatuhan pajak kaum Jama’ah. Keengganan 
membayar pajak tidak pernah diniatkan, malah justru bersifat nonintensional. Menurut Imam 
masyarakat Indonesia cenderung taat terhadap pajak yang dibuktikan dengan kesegeraan melunasi 
tagihan pajak. Hanya saja ditemui kerumitan dalam pengisian SPT pajak penghasilan sebagaimana 
kutipan berikut, 
SPT kan agak repot ngisinya… [Sesi 1, menit 22:06] 
 
Yang mungkin perlu dipahamkan itu bagaimana pajak ini tidak sulit prosesnya [Sesi 1, menit 
22:06] 
 
Katakan orang yang lulusan SMP saja suruh mbayarpajek bisa ndak ngisi SPT? Ndak 
bisa…Ya Allaaaah…jangankan lulusan SMP, SMA, yang S1 disuruh ngisi SPT, semua 
tertawa, tak bisa [Sesi 1, menit 33:24] 
 
Artinya, proses sosialisasi yang kurang, proses pembayarannya yang begitu rumit, itu yang 
bikin masalah [Sesi 1, menit 34:07] 
 
Tidak semua detail informasi yang termuat di SPT dapat dipahami oleh wajib pajak. Begitu pula 
perubahan regulasi termasuk pemberlakuan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP) serta tarif, 
diketahui dengan baik oleh wajib pajak. Ketidaktahuan ini mendorong wajib pajak harus meminta 
bantuan pihak lain yang mereka anggap mampu dalam menyelesaikan kewajiban pajak, 
Jadi iya, dipandu di sekolah itu…Ana biasanya kalo’ sudah waktunya ngisi, manggil orang 
kantorpajek, ndatengken ke sekolah, semua dikumpulken jadi satu, cara ngisinya gimana itu 
[Sesi 1, menit 10:18]. 
 
Kayak Ana misalnya diisikan oleh seseorang yang mengerti tentang pajak, diisiken, dikarang 
dan seterusnya…termasuk usahanya Ana, dibantu… [Sesi 4, menit 02:00] 
 
 
Setiap akan mengisi SPT, mereka harus mendatangkan pihak fiskus untuk memandu pengisian 
SPT. Padahal secara teoretis, interaksi pihak fiskus justru mencipta peluang munculnya dilema etika. 
Alasan penerapan sistem self assessment adalah untuk meniadakan interaksi fiskus dan wajib pajak. 
Fiskus dengan standar etos profesi yang tinggi dapat membangkitkan semangat dan kepercayaan 
individu terhadap pajak. Sebaliknya, fiskus dengan level kesadaran profesionalisme yang rendah akan 
membuka peluang praktik negosiasi “harga” atau malah mendidik individu untuk tidak taat pajak. 
Interaksi langsung fiskus dengan wajib pajak di satu sisi dibutuhkan untuk kepentingan sosialisasi, 
tapi tingkat intensitas yang tinggi merupakan celah dilema etika. 
Bagi Imam, prosedur pembayaran dan pengisian SPT adalah momok yang menakutkan. Mereka 
takut salah dalam berpajak. Perasaan takut salah ini disebabkan oleh setiap informasi yang disajikan 
memuat konsekuensi hukum. Maka kesalahan pengisian baik disengaja atau tidak akan bersinggungan 
dengan hukum. Individu merasa terancam dengan membayar pajak. Efeknya adalah mereka lebih 
menyukai untuk menghindari pajak daripada membayar tapi justru rawan tersentuh hukum. 
Berdasarkan uraian di atas, kemudahan prosedural dalam memenuhi kewajiban pajak 
(menghitung, membayar, dan melaporkan) sangat mungkin mendorong kepatuhan pajak. Kemudahan 
legal sistem menurut Pope dan Mohdali (2010) dan Torgler (2003) merupakan syarat mutlak 
pemenuhan kewajiban pajak secara purna. Model ancaman juga tidak selayaknya dilekatkan pada 
pajak. Justru, jaminan rasa aman dengan membayar pajak harus diciptakan sehingga mereka merasa 
nyaman dengan pajak. 
 
5. Inferensi, Implikasi, dan Limitasi 
Ketaatan berzakat melampaui kategori syariat (normatif) baik dari segi formal dan nominal 
sehingga kepatuhan zakat dan akuntansinya menempati hirarki Iman. Pencapaian atas hirarki ini 
ditandai dengan tidak mempertimbangkan aspek nisab saat berzakat. Hal ini didasari oleh kodrat 
sosialnya yang mengarahkan nalurinya memahami perasaan dan harapan orang lain atas dirinya. 
Sementara itu pada mekanisme pajak (dan akuntansi) menempati hirarki Islam. Keputusan ini 
didasarkan atas pertimbangan bahwa selain ketidakpahaman akan regulasi dan kesulitan mengaplikasi 
pajak, juga diantarai oleh aparat instansi terkait yang mengajari konsep menihilkan pajak. Bagi Imam, 
zakat lebih berbicara masalah pahala dan hari akhir sedangkan pajak hanya menyangkut urusan dunia 
yang formal, sehingga pemenuhan pajaknya sebatas formalitas belaka. Label ini membawa implikasi 
bahwa perilaku yang bersumber dari hati akan menampak ke wilayah sosial, menumbuhkan perasaan 
kasih sayang yang mewujud dalam kepedulian dan kepekaan terhadap harapan sesama sehingga 
menjadi simbol penegakan pilar Islam juga mencipta keselarasan dan keharmonisan dan mempererat 
persaudaraan. Sementara itu, perilaku yang bersumber dari kesadaran rasio (akal) mewujud dalam 
bentuk mengakali angka pajak. Intensional tidak muncul sepihak. Dalam banyak hal, pihak (oknum) 
fiskus dan beberapa aparat terkait pajak justru yang memfasilitasi bahkan mengajarkan cara-cara 
menghemat dan menihilkan pajak. Fasilitas ini diterima, disepakat, dan diaminkan wajib pajak 
terutama bagi mereka yang awam pajak. Jadi, ketidakpatuhan pajak merupakan kesepakatan baru 
antara pihak yang dipungut dan pemungut.Apa yang mendasari tidak tercapainya kepatuhan syariat 
secara sempurna berasal dari anggapan yang mengategori pajak di luar wilayah peribadatan. Oleh 
karena pajak di luar zona iman, mereka merasa aman ketika rasa ‘eman’ membayar pajak datang 
menginterupsi. Pemahaman individu yang meletakkan zakat pada spektrum ibadah dan pajak pada 
kawasan non ibadah merupakan muara dikotomi perilaku [akuntansi] zakat dan pajak. Penelitian ini 
sangat terbatas pada tokoh Jama’ah. Penelitian selanjutnya perlu menggali kesadaran dan kepatuhan 
pada komunitas Islam yang lain. 
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